
BERITA DAERAH KOTA CIREBON  

NOMOR 33                                                               TAHUN  2011                              
 

 

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
 

NOMOR  33  TAHUN   2011 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2012 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 
2012 merupakan salah satu dokumen 
perencanaan pembangunan yang bersifat 
jangka pendek (tahunan) dan menjadi 
landasan operasional dalam penyusunan 
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan penyusunan Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun 
Anggaran 2012; 
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b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kota Cirebon sebagaimana dimaksud 
pada huruf a merupakan penjabaran dari  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan bagi 
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dalam 
menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan  
huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon 
Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan 
Walikota Cirebon; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang     
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara    
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004   
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana  telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang  Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia   Nomor  4438); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028);   

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan  Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia  Nomor 4614); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Daerah; 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan      
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 
2005 - 2025  (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Seri E); 

 

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 19 Seri D); 

 

25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 20 Seri D); 

 

26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D); 

 
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan  Lembaran  
Daerah  Kota  Cirebon  Nomor 22 Seri D); 
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28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Kecamatan dan Kelurahan pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 23 Seri D); 

 

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A); 

 

30. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 25 Seri E); 

 

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 
Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

 

32. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 
Nomor 38); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal 1 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 
Anggaran 2012 merupakan salah satu dokumen perencanaan 
pembangunan yang bersifat lebih taktis dengan dimensi 
perencanaan jangka pendek (tahunan) dan menjadi landasan 
operasional dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2012. 

 
Pasal 2 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon     
Tahun Anggaran 2012 merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi seluruh Satuan 
Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota 
Cirebon dalam menyusun program pembangunan Tahun 
Anggaran 2012. 
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Pasal 3 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 
Anggaran 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 
BAB I 
BAB II 
BAB III 
 
BAB IV 
 
 
BAB V 
 
BAB VI 

PENDAHULUAN 
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI  DAERAH 
BESERTA KERANGKA PENDANAAN 
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 
TAHUN 2012 BERDASARKAN RPJMD KOTA 
CIREBON 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
PRIORITAS DAERAH 
PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Isi dan uraian  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota  ini. 
 

Pasal 5 
 

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 
Pemerintah Kota Cirebon wajib mempedomani Peraturan 
Walikota ini dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 
pembangunan pada Tahun Anggaran 2012. 
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Pasal 6 
 

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan Walikota 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 dan sumber-sumber lain 
yang sah dan tidak mengikat. 

 

 
Pasal  7 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota  Cirebon. 

 
                                                  Ditetapkan di Cirebon 
                                                   pada tanggal  30  Mei   2011     

WALIKOTA  CIREBON, 
 

Ttd, 
 

S U B A R D I 
Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal  31  Mei  2011      
 
 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 33 
 

 
 
 
 
 
 


